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1. Arti penting Kovenan Internasional dibidang Ekonomi, Sosial dan Budaya dalam hubungannya dengan hak-hak asasi manusia bagi para penyandang cacat tengah menjadi perhatian khusus masyarakat internasional. Untuk pemahaman yang lebih lanjut terhadap permasalahan ini harap dilihat kembali laporan akhir Mr. Leandro Despouy, Pengamat khusus dibidang hak asasi manusia dan para penyandang cacat (E/CN.4/Sub.2/1991/31).  Kemudian sebuah ulasan pada tahun 1992 oleh Sekretaris Jenderal PBB mengenai implementasi Program Aksi Dunia terhadap para Penyandang Cacat dan Dekade Para Penyandang Cacat PBB berkesimpulan bahwa ”Ketidakmampuan/cacat erat kaitannya dengan faktor ekonomi dan sosial”dan juga ”Kondisi kehidupan/ tempat tinggal di beberapa bagian dunia sangat mengkhawatirkan sehingga penyediaan kebutuhan dasar bagi setiap umat manusia – baik pangan, air, tempat tinggal, perlindungan kesehatan dan pendidikan – harus menjadi patokan bagi program-program nasional “. Lihat A/47/415, paragraf 5.  Bahkan pada negara-negara yang mempunyai standar kehidupan yang tinggi sekalipun, para penyandang cacat seringkali dihilangkan  kesempatannya untuk menikmati keseluruhan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya yang diakui dalam Kovenan.

2. Komite Ekonomi, Sosial dan Budaya, dan kelompok kerja sebelumnya, telah secara eksplisit diperintahkan oleh Majelis Umum (lihat paragraf 165 dari Program Aksi Dunia mengenai Para Penyandang Cacat, yang diadopsi oleh Majelis Umum lewat resolusi 37/52 pada tanggal 3 Desember 1982 (paragraf 1), Dan Komisi Hak Asasi Manusia (lihat resolusi Komisi Hak Asasi Manusia 1992/48, paragraf 4 dan 1993/29, paragraf 7)) untuk memantau pelaksanaan kewajiban Negara penandatangan terhadap Kovenan dalam menjamin perwujudan penuh hak-hak yang relevan bagi para penyandang cacat.  Pengalaman Komite sampai saat ini, bagaimanapun juga, mengindikasikan bahwa Negara penandatangan telah memberikan perhatian yang kecil terhadap isu ini dalam laporan mereka. Hal itu nampak secara konsisten dalam kesimpulan Sekretaris Jendral PBB bahwa “Sebagian besar pemerintah negara masih kurang tindakan tegas yang dapat merubah keadaan secara efektif” bagi para penyandang cacat (lihat A/47/415, paragraf 6) . Oleh sebab itu adalah pantas bagi kita untuk meninjau kembali, dan memberikan penekanan terhadap, beberapa cara dimana isu mengenai para penyandang cacat timbul dalam hubungannya dengan kewajiban yang termaktub dalam Kovenan.

3. Masih belum ada kesepakatan dunia internasional mengenai definisi “ketidakmampuan/cacat”. Bagi maksud dan tujuan sekarang ini, bagaimanapun juga, sudah cukup bagi kita untuk berpedoman pada Pedoman Umum tahun 1993, yang berbunyi:

“Peristilahan ‘ketidakmampuan’ merangkum sekian banyak keterbatasan fungsional  yang terjadi dalam masyarakat manapun……Seseorang bisa saja tidak mampu secara fisik, kekurangan intelektual atau panca indera, penyakit kondisi medis atau mental. Kekurangan atau penyakit tersebut mungkin bersifat permanen atau sementara”

4. Sesuai dengan pendekatan yang diadopsi dalam Pedoman Umum, Komentar Umum ini menggunakan istilah “para penyandang cacat” dibandingkan peristilahan lama “orang-orang cacat”. Terdapat pendapat bahwa istilah yang terakhir ini bisa diinterpretasikan untuk menyatakan bahwa  kemampuan seseorang sebagai manusia telah hilang sama sekali.

5. Kovenan tidak mengacu secara eksplisit terhadap para penyandang cacat. Meski demikian, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia mengakui bahwa setiap manusia terlahir secara merdeka dan berkedudukan sama dalam martabat dan hak-haknya dan, karena ketentuan Kovenan telah berlaku secara penuh oleh semua anggota dari masyarakat, para penyandang cacat jelas berhak atas setiap hak yang diakui dalam Kovenan. Kemudian, sejauh perlakuan khusus diperlukan, Negara penandatangan diharuskan untuk mengambil tindakan yang memadai, dengan seluruh sumberdaya yang ada padanya, untuk menfasilitasi para penyandang cacat mengatasi kekurangannya dalam konteks pemenuhan hak-haknya menurut Kovenan, terlepas dari ketidakmampuannya. Kemudian, persyaratan pada pasal  2(2) dari Kovenan bahwa hak-hak “yang telah disebutkan ….. akan dilaksanakan tanpa segala bentuk diskriminasi” atas dasar-dasar yang telah digariskan ”atau atas status lainnya”, jelas berlaku terhadap diskriminasi dengan dasar alasan ketidakmampuan.

6. Tidak adanya ketentuan secara eksplisit dalam Kovenan mengenai ketidakmampuan dapat dilihat sebagai kurangnya kesadaran akan pentingnya penempatan isu ini secara eksplisit, dibandingkan jika hanya sebagai suatu implikasi, pada saat penyusunan Kovenan seperempat abad yang lalu. Bagaimanapun, instrumen. Hak Asasi Manusia internasional akhir akhir ini telah mempunyai perhatian khusus terhadap masalah ini. Instrumen ini termasuk Konvensi Hak-Hak Anak (pasal 23); Piagam Afrika tentang Hak-Hak Asasi Manusia dan Masyarakat (pasal 18(4)); dan Protokol Tambahan dalam Konvensi Amerika tentang Hak Asasi Manusia dibidang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (pasal 18).  Sehingga, sekarang ini telah diterima secara luas bahwa hak-hak asasi para penyandang cacat harus dilindungi dan dipromosikan dalam hukum, kebijakan dan program-program, baik yang bersifat umum, maupun yang didesain khusus.

7. Sesuai pendekatan ini , masyarakat international telah menyatakan kembali komitmen mereka untuk menjamin keseluruhan hak-hak para penyandang cacat dalam instrumen-instrumen berikut:

a. Program Aksi Dunia tentang Para Penyandang Cacat, yang memberikan kerangka kebijakan yang ditujukan untuk mempromosikan “tindakan yang efektif untuk mencegah ketidakmampuan, rehabilitasi dan perwujudan tujuan ‘partisipasi penuh’ [para penyandang cacat] dalam kehidupan sosial dan pembangunan, serta dalam ‘persamaan  kedudukan’”; Program Aksi Dunia tentang Para Penyandang Cacat lihat point ke-3 diatas), paragraf 1.

b. Pedoman Pembentukan dan Pengembangan Komite Koordinasi Nasional tentang Penyandang Cacat serta Badan Serupa Lain, diadopsi tahun 1990; A/C.3/46/4, Lampiran 1. Juga dimuat dalam Laporan dari Pertemuan Internasional mengenai Peran dan Fungsi Komite Koordinasi Nasional untuk Penyandang Cacat di Negara-negara Berkembang, Beijing, 5-11 November 1990 (CSDHA/DDP/NDC/4). Lihat juga resolusi Dewan Ekonomi dan Sosial PBB 1991/8 dan resolusi Majelis Umum 46/96 pada 16 Desember 1991.

c. Prinsip-prinsip  bagi Perlindungan terhadap Orang-orang Penderita Cacat Mental serta bagi Peningkatan Perawatan Kesehatan Mental, diadopsi tahun 1991; 9/ Resolusi Majelis Umum PBB  46/119 pada 17 Desember 1991, lampiran

d. Pedoman Umum bagi Persamaan Kedudukan dan Kesempatan bagi Para Penyandang Cacat (selanjutnya disebut “Pedoman Umum”), diadopsi tahun 1993, yang bertujuan untuk memastikan setiap penyandang cacat “memperoleh hak-hak yang sama dan kewajiban seperti manusia lainnya”. Pedoman Umum, (lihat point ke-6 diatas), bagian Pendahuluan, paragraf 15. Pedoman Umum yang mempunyai arti sangat penting dan memberikan panduan yang berharga untuk mengidentifikasi secara lebih akurat tentang kewajiban yang berkaitan dari Negara penandatangan sesuai yang diatur oleh Kovenan.

I. KEWAJIBAN UMUM NEGARA PENANDATANGAN

8. PBB memperkirakan bahwa terdapat lebih dari 500 juta penyandang cacat didunia pada saat ini. Dari angka tersebut, 80 % hidup dipedesaan dinegara-negara berkembang. 70% dari dari angka itu diperkirakan mempunyai akses yang sangat terbatas atau tidak mempunyai akses kepada pelayanan yang mereka butuhkan. Tantangan untuk merubah situasi dan kondisi para penyandang cacat merupakan hal yang berkaitan secara langsung dengan setiap Negara penandatangan Kovenan. Meskipun pilihan cara untuk mempromosikan perwujudan penuh atas hak-hak ekonomi, sosial, budaya dari kelompok ini yang dapat secara nyata dan signifikan berbeda dimasing-masing negara , tidak ada satu negara pun dimana kebijakan utama dan program usahanya tidak dibutuhkan. Lihat A/47/415.passim.

9. Kewajiban Negara penandatangan menurut Kovenan dalam mempromosikan perwujudan secara progresif hak-hak yang relevan sesuai kemampuan maksimum dari sumberdaya mereka jelas mengharuskan Negara untuk melakukan lebih dari sekedar tidak berbuat sesuatu yang mungkin berdampak negatif bagi para penyandang cacat. Kewajiban Negara dalam hubungan dengan orang-orang/kelompok yang kurang beruntung ini yaitu mengambil aksi positif untuk mengurangi kekurangan struktural dan memberikan perlakuan yang lebih baik lagi bagi para penyandang cacat dalam rangka mencapai tujuan partisipasi penuh dan persamaan kedudukan dalam masyarakat untuk setiap penyandang cacat. Hal ini berarti bahwa dibutuhkan tambahan sumberdaya untuk tujuan ini serta banyak tindakan yang direncanakan secara khusus.

10. Menurut laporan Sekretaris Jenderal PBB, perkembangan selama satu dekade terakhir, baik di negara maju maupun berkembang, kurang menggembirakan dari perspektif para penyandang cacat:

“…. Perkembangan ekonomi dan sosial yang memburuk, ditandai dengan tingkat pertumbuhan yang rendah, tingkat pengangguran yang tinggi, menurunnya pembelanjaan publik, program penyesuaian structural dan swastaisasi, telah mempengaruhi secara negatif program-program dan pelayanan….. Jika kecenderungan negatif ini terus berlanjut,maka terdapat resiko dimana [para penyandang cacat] akan semakin termarginalisasi dalam masyarakat, dan tergantung sekali pada bantuan yang tak terencana dan tujuan-tujuan kecil sesaat.”

Seperti telah dibahas oleh Komite sebelumnya (Komentar Umum No.3 ( Sesi Ke-5 Tahun 1990 ), paragraf 12), Kewajiban Negara penandatangan untuk melindungi anggota masyarakatnya yang kurang beruntung diasumsikan meningkat ketimbang berkurang ketika terjadi keterbatasan sumberdaya yang parah.

11. Dilihat dari peningkatan komitmen dari pemerintahan diseluruh dunia dengan orientasi kebijakan berbasis mekanisme pasar, maka dianggap layak dalam konteks itu untuk menegaskan beberapa aspek tertentu dari kewajiban Negara penandatangan. Pertama adalah kebutuhan untuk memastikan bahwa tidak hanya sektor lingkup publik akan tetapi juga lingkup swasta, dengan batasan tertentu, merupakan subjek dari peraturan perlakuan yang setara bagi para penyandang cacat. Dalam konteks meningkatnya penyediaan pelayanan publik yang diprivatisasi dan dimana penerapan pasar bebas telah dijalankan dengan lebih luas lagi, adalah penting bahwa pekerja swasta, penyedia barang dan jasa swasta dan kesatuan non-publik lainnya menjadi subjek baik bagi prinsip norma non-diskriminasi dan kesetaraan dalam hubungannya dengan para penyandang cacat. Dalam keadaan dimana perlindungan tidak ada dalam domain publik, kemampuan seorang penyandang cacat untuk berpartisipasi di kegiatan masyarakat dan untuk mewujudkan potensi mereka secara penuh sebagai anggota-anggota aktif dari masyarakat akan menjadi sangat, dan seringkali secara sewenang-wenang, terbatasi. Hal ini bukan berarti tindakan-tindakan legislatif akan selalu menjadi cara yang paling efektif untuk menghilangkan diskriminasi didalam sektor swasta. Sehingga, sebagai contoh, Pedoman Umum telah memberikan penekanan khusus bagi Negara penandatangan untuk ”mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan kesadaran di masyarakat terhadap hak-hak para penyandang cacat, kebutuhannya, potensi yang mereka punya, dan segala kontribusi mereka”. Pedoman Umum, (lihat Point ke-6 diatas) Aturan ke-1.

12. Tiadanya campurtangan pemerintah didalam era pasar bebas akan menimbulkan akibat yang tidak memuaskan bagi para penyandang cacat baik secara individual maupun kolektif, dan dalam keadaan seperti itu diwajibkan kepada Pemerintah untuk mengambil langkah pengendalian yang sesuai dan terencana, memenuhi, dan memberikan kompensasi, untuk menghilangkan akibat-akibat kekuatan pasar tersebut.  Selaras dengan itu, meskipun pihak Pemerintah bergantung pada pihak swasta dan kelompok-kelompok relawan untuk membantu para penyandang cacat, tidak berarti bahwa pihak Pemerintah bebas dari tugasnya menjamin terlaksananya kewajibannya sesuai Kovenan. Sesuai dengan pernyataan Program Aksi Dunia bagi Penyandang Cacat yaitu “Kewajiban utama untuk memperbaiki kondisi yang kurang mantap serta untuk menangani konsekuensi bagi para penyandang cacat ada pada Pemerintah”. Program Aksi Dunia bagi para Penyanfdang Cacat (lihat point ke-3 diatas , paragraf 3)

II. CARA –CARA IMPLEMENTASI

13. Metode yang digunakan oleh Negara penandatangan untuk memenuhi kewajiban mereka terhadap Kovenan bagi para penyandang cacat secara pokok sama dengan yang terdapat dalam kewajiban-kewajiban lainnya ( lihat Komentar Umum No.1 (bagian ketiga), 1989)). Metode itu termasuk kebutuhan untuk memastikan , melalui pemantauan reguler, cakupan serta sifat dari permasalahan yang ada didalam Negara; kebutuhan untuk mengadopsi kebijakan-kebijakan yang sesuai dan program-program untuk persyaratan yang telah teridentifikasi; kebutuhan untuk mengadakan pengaturan yang dibutuhkan untuk menghilangkan setiap peraturan diskriminatif yang ada; dan juga kebutuhan untuk menganggarkan biaya, dan bilamana perlu, mencari kerjasama dan bantuan internasional. Dalam hal yang terakhir disebutkan, Kerjasama Internasional yang tercantum dalam Pasal 22 dan 23 dari Kovenan agaknya merupakan unsur yang penting untuk memungkinkan negara-negara berkembang memenuhi kewajiban mereka terhadap Kovenan.

14. Sebagai tambahan, telah diakui secara konsisten oleh Komunitas Internasional bahwa pembuatan kebijakan dan program implementasi dibidang ini haruslah dilakukan dengan berlandaskan konsultasi langsung dengan, dan keterlibatan dari, perwakilan kelompok-kelompok yang terkait. Dengan dasar itulah , Pedoman Umum merekomendasikan bahwa setiap hal-hal yang dibutuhkan untuk menfasilitasi Komite Koordinasi Nasional, atau badan-badan yang serupa, untuk digunakan sebagai tempat rujuan utama secara nasional dalam hal penyandang cacat.  Dalam melakukan itu, Pemerintah harus mengindahkanPedoman untuk Pembentukan dan Pengembangan Komita Korrdinasi Nasiona tahun 1990. Lihat catatan ke 8 diatas.

III. KEWAJIBAN UNTUK MENGHAPUS DISKRIMINASI BERDASARKAN KETIDAKMAMPUAN/CACAT.

15. Diskriminasi, baik secara  de Jure maupun de Facto, terhadap para penyandang cacat mempunyai sejarah yang panjang dengan berbagai bentuk. Mulai dari diskriminasi yang kasar, seperti pengabaian kesempatan memperoleh pendidikan, sampai pada bentuk yang lebih “halus” seperti pemisahan dan pengisolasian berdasar pada hambatan sosial dan fisik. Sebagai Tujuan dari Kovenan, “diskriminasi berbasiskan Ketidakmampuan/cacat” dapat mencakup pembedaan, pengecualian, pembatasan atau preferensi, atau pengabaian akomodasi yang memadai atas dasar Ketidakmampuan/cacat yang mempunyai efek meniadakan atau merugikan bagi pengakuan, pemenuhan dan pelaksanaan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Melalui pengabaian, kelalaian, prasangka, dan asumsi yang tidak tepat, termasuk melalui ekslusifitas, pembedaan atau pemisahan , para penyandang cacat telah seringkali dihambat  untuk melaksanakan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya secara setara dengan orang –orang biasa/normal. Pengaruh diskriminasi berbasis ketidakmampuan/cacat secara khusus sangat terasa di bidang pendidikan, ketenagakerjaan, perumahan, transportasi, kehidupan budaya, dan akses terhadap fasilitas dan pelayanan publik.

16. Meskipun terdapat kemajuan dalam konteks pengaturan dalamsatu dekade terakhir ini (lihat A/47/415, paragraf 37-38), keadaan hukum para penyandang cacat tetap tidak menentu. Dalam rangka mengkoreksi diskriminasi dimasa lalu dan masa sekarang, serta untuk merubah perbedaan perlakuan dimasa yang akan datang, peraturan anti-diskriminasi yang komprehensif bagi para penyandang cacat nampaknya tidak dapat ditawar-tawar lagi di setiap negara. Peraturan tersebut tidak hanya menyediakan perbaikan yang memadai bagi para penyandang cacat secara hukum, akan tetapi juga menjadikan program kebijakan sosial yang memungkinkan para penyandang cacat untuk hidup bersama, dan mampu menentukan nasib hidupnya secara mandiri.

17. Tindakan Anti Diskriminasi haruslah berdasar pada prinsip-prinsip  persamaan kedudukan bagi para penyandang cacat dan orang-orang biasa/ normal, yang, sesuai dengan pernyataan Program Aksi Dunia terhadap para Penyandang Cacat, “mengacu pada kenyataan bahwa kebutuhan dari tiap-tiap individual adalah sama pentingnya, yang mana kebutuhan tersebut haruslah dijadikan dasar perencanaan masyarakat, dan setiap sumberdaya seyogyanya dipergunakan guna menjamin, bagi tiap individual, persamaan kesempatan untuk berpartispasi. Kebijakan bagi penyandang cacat haruslah menjamin akses bagi [para penyandang cacat] terhadap setiap pelayananan komunitas/publik.” Program Aksi Dunia terhadap Para Penyandang Cacat (lihat pont ke-3 diatas), paragraf 25.

18. Oleh karena tindakan yang memadai harus diambil untuk meniadakan diskriminasi yang ada serta untuk mewujudkan persamaan kesempatan bagi penyandang cacat, tindakan demikian tidak seharusnya dianggap sebagai perbedaan perlakuan menurut pasal 2(2) dari Kovenan Internasional dibidang Ekonomi, sosial dan Budaya sejauh tindakan itu dilandaskan pada prinsip persamaan serta dipergunakan sesuai keperluan untuk mencapai tujuan.

IV. KETENTUAN-KETENTUAN KHUSUS DALAM KOVENAN

A. Pasal 3- Persamaan Kedudukan antara Laki-laki dan Perempuan

19. Penyandang cacat terkadang diperlakukan sebagai manusia yang tidak mempunyai jenis kelamin. Sebagai akibatnya, diskriminasi ganda dialami oleh perempuan penyandang cacat seringkali diabaikan. (Lihat E/CN.4/Sub.2/1991/31 (lihat angka 1 diatas), paragraf 140). Meskipun seringkali disuarakan oleh komunitas internasional mengenai keadaan mereka, sedikit sekali usaha yang telah dilakukan dalam dekade ini. Pengabaian terhadap perempuan penyandang cacat telah beberapa kali disebutkan dalam laporan Sekretaris Jendral PBB mengenai implementasi Program Aksi Dunia. (Lihat A/47/415, paragraf 35, 46, 74 dan 77.) Oleh karena itu, Komite merasa perlu mendesak negara-negara untuk menempatkan isu perempuan penyandang cacat, dengan prioritas tinggi dimasa yang akan datang dalam program-program yang berkaitan dengan implementasi hak-hak ekonomi,sosial dan budaya.

B. Pasal 6-8, Hak-Hak yang Berhubungan dengan Pekerjaan

20. Bidang ketenagakerjaan merupakan salah satu hal dimana diskriminasi terhadap  para penyandang cacat terus menerus berlanjut.  Disebagian besar negara, tingkat pengangguran para penyandang cacat dua hingga tiga kali lebih besar dibandingkan pengangguran dari orang-orang biasa/normal. Jika para penyandang cacat dipekerjakan, mereka lebih sering berada dalam pekerjaan yang berpendapatan rendah dengan jaminan sosial dan hukum yang kecil dan seringkali dipisahkan dari bursa tenaga kerja yang ada. Integrasi para penyandang cacat dalam bursa tenaga kerja pada umumnya harus didukung pemerintah secara aktif.

21. “Hak-hak orang untuk mendapat penghidupan yang layak melalui pekerjaan sesuai pilihan atau diterima secara bebas” (pasal 6(1)) tidak terwujud ketika satu-satunya kesempatan terbuka bagi para pekerja penyandang cacat untuk bekerja adalah di suatu fasilitas “penampungan” dengan kondisi yang di bawah standar. Pengaturan dimana seseorang dengan kategori cacat tertentu secara efektif dikurung dalam suatu pekerjaan atau dalam produksi barang-barang tertentu dapat dikatakan sebagai suatu pelanggaran dari hak-hak tersebut. Begitu pula, sesuai dengan Prinsip ke-13(3) dari Prinsip-Prinsip Perlindungan terhadap Orang dengan Cacat Mental dan Peningkatan Perawatan Kesehatan Mental. (Lihat catatan 9 diatas.). “Perawatan dengan terapi” di institusi yang mengakibatkan adanya pekerja paksa juga tidak sesuai dengan ketentuan Kovenan. Dalam hal ini, larangan mengenai pekerja paksa dalam Kovenan Internasional hak-hak sipil dan politik juga mempunyai relevansi penting.

22. Sesuai dengan Pedoman Umum, para penyandang cacat, baik dipedesaan maupun di kota, haruslah mempunyai persamaan kesempatan dalam pekerjaan yang produktif dan menghasilkan di bursa tenaga kerja (Pedoman Umum (lihat angka 6 diatas), Prinsip ke-7). Agar hal tersebut bisa tercapai, maka sangat penting untuk menghilangkan hambatan artificial untuk berintegrasi pada umumnya umum, dan dalam bidang pekerjaan pada khususnya. ILO menyebutkan, seringkali hambatan fisik yang terjadi di masyarakat di bidang transportasi, perumahan, dan tempat kerja yang kemudian menjadi alasan mengapa para penyandang cacat tidak dapat diperkerjakan (Lihat A/CONF.157/PC/61/Add.10, hal. 12). Contohnya, sepanjang tempat kerja didesain dan dibangun dengan cara yang menjadikan mereka tidak dicapai dengan kursi roda, pihak Pengusaha akan bisa menjustifikasi ketidakmampuan mereka mempekerjakan orang yang menggunakan kursi roda. Pemerintah juga harus mengembangkan kebijakan yang mempromosikan dan mengatur mengenai rencana kerja alternatif dan fleksible yang dapat mengakomodasi kebutuhan dari para penyandang cacat.

23. Begitu pula, kegagalan Pemerintah untuk memastikan bahwa sarana tranportasi dapat diakses para penyandang cacat jelas telah mengurangi kesempatan mereka pekerjaan integratif yang sesuai, mendapatkan keuntungan dari pendidikan dan pelatihan, atau melakukan perjalanan menuju segala jenis fasilitas yang ada. Sesungguhnya, pengaturan secara hukum akses tranportasi yang pantas dan bila mungkin khusus, sangat krusial untuk para penyandang cacat bagi perwujudan seluruh hak-hak yang diakui dalam Kovenan.

24. “Program Pendampingan dan Pelatihan Teknis dan Kejuruan” yang dipersyaratkan menurut pasal 6(2) dari Kovenan haruslah mencerminkan kebutuhan dari setiap penyandang cacat, yang ditempatkan secara integratif, terencana dan diimplementasikan dengan keterlibatan penuh dari perwakilan para penyandang cacat.

25. Hak ”Kondisi Kerja yang adil dan mendukung” (pasal 7) diterapkan kepada setiap pekerja penyandang cacat, baik mereka yang bekerja ditempat penampungan atau di bursa kerja umum. Pekerja Penyandang Cacat tidak boleh mendapat perlakuan diskriminatif dalam hal pendapatan jika hasil kerjanya sama dengan orang-orang normal.  Negara penandatangan mempunyai kewajiban untuk menjamin ketidakmampuan/cacat tidak dijadikan alasan bagi adanya perlindungan tenaga kerja atau upah minimum standar yang rendah. 

26. Hak atas adanya perserikatan buruh (pasal 8) diterapkan setara bagi para penyandang cacat, baik apakah mereka bekerja dalam suatu fasilitas khusus atau di bursa kerja umum. Sebagai tambahan, pasal 8, dihubungkan dengan hak lainnya seperti kebebasan berserikat, digunakan untuk menegaskan arti penting dari hak-hak para penyandang cacat untuk membentuk organisasi mereka sendiri. Jika organisasi ini dijalankan dalam hal “promosi dan perlindungan dari kepentingan sosial dan ekonomi” (pasal 8 (1) (a)) dari para penyandang cacat, mereka harus dimintai pendapat secara rutin oleh lembaga pemerintah dan lembaga lainnya mengenai hal-hal yang mempengaruhi keadaan mereka; bilamana perlu mereka didukung dalam hal finansial atau dalam hal lain untuk menjamin aktivitas mereka agar produktif.

27. ILO telah mengembangkan perangkat yang berharga dan komprehensif dalam hal hak yang berkaitan dengan pekerjaan bagi para penyandang cacat, termasuk dalam Konvensi no.159 (1983) mengenai masalah rehabilitasi keahlian dan pekerjaan bagi para penyandang cacat (Lihat juga Rekomendasi no. 99 (1955) mengenai rehabilitasi keahlian bagi para penyandang cacat, dan Rekomendasi no. 168 (1983) mengenai rehabilitasi keahlian dan pekerjaan bagi para penyandang cacat). Komite mendesak Negara-negara penandatangan untuk meratifikasi Konvensi tersebut. 

C. Pasal 9 – Jaminan Sosial

28. Jaminan sosial dan skema jaminan pendapatan bagi para penyandang cacat sangatlah penting. Sebagaimana disebutkan dalam Pedoman Umum “Negara harus memastikan adanya pengaturan mengenai dukungan pendapatan yang layak untuk para penyandang cacat, yang karena alasan cacat atau berbagai faktor yang berkaitan, secara sementara kehilangan atau mengalami pengurangan atas pendapatan mereka, atau mengalami hilangnya kesempatan kerja bagi mereka.” (Pedoman Umum (lihat angka 6 diatas) Peraturan ke-8, paragraf 1). Dukungan tersebut haruslah merefleksikan kebutuhan khusus dalam hal bantuan dan biaya-biaya lainnya terkait dengan para penyandang cacat. Selanjutnya, sejauh mungkin, dukungan tersebut juga harus mencakup individu- individu (yang biasanya perempuan) yang merawat seseorang penyandang cacat. Orang tersebut, termasuk anggota keluarga dari para penyandang cacat, seringkali sangat membutuhkan dukungan finansial oleh karena fungsi perbantuan mereka. (Lihat A/47/415, paragraf  78)

29. Pendirian lembaga bagi para penyandang cacat, kecuali dianggap perlu, tidak dapat diterima sebagai substitusi dari jaminan sosial dan dukungan pendapatan bagi orang-orang tersebut.

D. Pasal 10, Perlindungan bagi Keluarga serta Ibu dan Anak

30. Pada konteks para penyandang cacat, ketentuan Kovenan yang menyatakan bahwa “perlindungan dan bantuan” harus ditujukan terhadap keluarga berarti bahwa setiap usaha harus dilakukan untuk memungkinkan si penyandang cacat, menurut keinginan mereka, untuk hidup bersama keluarga mereka. Pasal 10 juga berarti, berkaitan dengan prinsip-prinsip umum dari hukum Hak Asasi Manusia internasional, hak para penyandang cacat untuk menikah dan berkeluarga. Hak hak ini seringkali diabaikan atau dihilangkan, terutama bagi penyandang cacat mental (Lihat E/CN.4/Sub.2/1991/31 (perhatikan angka 1 diatas), paragraf 190 dan 193). Dalam konteks ini dan lainnya, istilah “keluarga” harus ditafsirkan secara luas dan menurut kebiasaan setempat. Negara penandatangan harus memastikan bahwa hukum dan kebijakan sosial tidak menghalangi perwujudan hak hak tersebut. Para penyandang cacat harus mendapat akses pelayanan konseling yang diperlukan untuk memenuhi hak hak dan kewajiban mereka dalam keluarga (Lihat Program Aksi Dunia bagi Para Penyandang Cacat (lihat angka ke-3 diatas), paragraf  7).

31. Perempuan penyandang cacat juga memiliki hak atas perlindungan serta dukungan dalam hal kehamilan dan peran sebagai Ibu. Seperti dinyatakan dalam Pedoman Umum “para penyandang cacat tidak boleh dihilangkan pengalaman seksualitasnya, melakukan hubungan seksual dan mengalami peran sebagai orangtua” (Pedoman Umum (lihat angka ke-6 diatas), Aturan ke-9, paragraf  2). Kebutuhan serta hasrat tersebut harus diakui dan ditujukan dalam konteks rekreasi dan prokreasi. Hak hak ini umumnya dihilangkan dari para penyandang cacat baik laki-laki maupun perempuan (Lihat E/CN.6/ 1991/2, paragraf 14 dan 59-68). Baik sterilisasi, ataupun aborsi terhadap, perempuan penyandang cacat, tanpa persetujuan darinya (“informed consent”) merupakan pelanggaran yang serius dari pasal 10(2).

32. Anak-anak penyandang cacat rentan sekali terhadap eksploitasi, pelecehan, dan pengabaian dan, menurut pasal 10(3) dari Kovenan (diberlakukan melalui ketentuan yang berkaitan dalam Konvensi Hak-Hak Anak), berhak atas perlindungan khusus.

E. Pasal 11 – Hak Mendapatkan Standar Penghidupan yang Layak

33. Sejalan dengan kebutuhan untuk menjamin akses bagi para penyandang cacat terhadap bahan pangan yang layak, tempat tinggal yang mudah dicapai, dan kebutuhan dasar lainnya, maka perlu untuk memastikan “dukungan pelayanan, termasuk alat-alat bantu “ agar tersedia “bagi orang-orang penyandang cacat untuk meningkatkan tingkat kemandirian mereka dalam kehidupan sehari-hari, dan untuk mendapatkan hak-hak mereka.” (Pedoman Umum (lihat angka 6 diatas) Aturan ke-4). Hak atas pakaian yang layak juga mempunyai  signifikansi khusus dalam konteks para penyandang cacat yang mempunyai kebutuhan pakaian yang khusus, yang memungkinkan mereka agar dapat berperan penuh dan efektif di masyarakat. Bilamana mungkin, bantuan personal selayaknya diberikan terkait dengan permasalahan ini. Bantuan tersebut haruslah dengan cara cara yang patut dan dalam semangat menghormati sepenuhnya hak asasi orang yang bersangkutan. Begitupula, sebagaimana dinyatakan oleh Komite pada paragraph 8 dari Komentar Umum No.4 (Sidang ke-6, 1991), hak atas tempat tinggal layak termasuk pula tempat tinggal yang mudah dicapai bagi para penyandang cacat.

F. Pasal 12, Hak atas Kesehatan Fisik dan Mental

34. Berdasarkan Pedoman Umum, Negara harus menjamin bahwa para penyandang cacat, terutama bayi dan anak-anak, diberikan perawatan kesehatan pada tingkat dan sistem yang sama seperti anggota masyarakat lainnya (Ibid.  Aturan ke-2, paragraf  3). Hak atas kesehatan fisik dan mental juga mengacu pada hak untuk mendapatkan akses kepada, dan mendapat manfaat dari, berbagai pelayanan medis dan layanan sosial--- termasuk alat-alat ortopedi--- yang dapat memungkinkan para penyandang cacat agar mandiri, mencegah cacat lebih jauh  dan mendukung integrasi mereka secara sosial (Lihat Deklarasi Hak-hak Para Penyandang Cacat ( Resolusi Majelis Umum 3447 (XXX) pada 9 Desember 1975), paragraf  6 ; dan Program Aksi Dunia bagi Para Penyandang Cacat (lihat angka 3 diatas)).  Begitu pula, orang-orang yang bersangkutan harusdisediakan pelayanan rehabilitasi sehingga memungkinkan mereka “memperoleh dan mempertahankan tingkat kemandirian dan aktivitas yang optimal” (Pedoman Umum (lihat angka 6 diatas), Aturan ke-3). Setiap pelayanan tersebut haruslah disediakan dengan cara yang memperhatikan hak, harkat dan martabat mereka.

G. Pasal 13 dan 14, Hak Atas Pendidikan

35. Program sekolah di banyak Negara pada saat ini telah mengakui bahwa para penyandang cacat dapat diberikan pendidikan yang terbaik melalui sistem pendidikan umum (Lihat A/47/415 paragraf 74). Kemudian Pedoman Umum menyatakan bahwa “Negara-negara harus mengakui prinsip persamaan baik di tingkat dasar, lanjutan, maupun menengah bagi anak-anak, remaja, maupun orang dewasa yang menyandang cacat untuk mengenyam pendidikan dalam pengaturan yang integratif” (Pedoman Umum (lihat angka 6 diatas), Aturan ke-6). Dalam rangka mengimplementasikan pendekatan tersebut, Negara harus menjamin para pendidik/pengajar terlatih untuk mendidik anak-anak penyandang cacat dalam sistem sekolah biasa (regular) dan bahwa peralatan serta dukungan yang diperlukan, tersedia bagi para penyandang cacat untuk bisa membawa mereka ke tingkat yang sama sebagaimana rekan-rekan mereka yang normal. Dalam kasus anak yang tunarungu; misalnya, bahasa isyarat harus diakui sebagai bahasa yang terpisah dimana anak-anak tersebut harus mendapat akses yang arti pentingnya harus diakui dalam keseluruhan lingkungan sosial mereka.

H. Pasal 15 – Hak untuk ambil Bagian dalam Kehidupan Budaya dan menikmati Kemajuan Ilmu Pengetahuan.
36. Pedoman Umum menyatakan bahwa Negara harus menjamin para penyandang cacat mendapatkan kesempatan untuk menggunakan kreatifitas mereka, potensi  kesenian dan intelektual yang dimilikinya, tidak hanya untuk kepentingan mereka saja tetapi juga untuk memperkaya komunitas mereka, baik dopedesaan maupun perkotaan “...Negara wajib mempromosikan kemudahan  dan ketersediaan tempat bagi pertunjukan-pertunjukan dan layanan budaya…” (Ibid, Aturan ke-10, paragraf 1-2). Hal yang sama diterapkan pula untuk tempat-tempat rekreasi, olahraga, dan wisata.

37. Hak atas partisipasi penuh dalam kehidupan kebudayaan dan rekreasional bagi para penyandang cacat mensyaratkan hilangnya hambatan komunikasi dengan seluas-luasnya. Tindakan-tindakan berguna dalam hal ini termasuk juga “penggunaan buku yang mampu bicara, penulisan-penulisan yang dimuat dalam bahasa yang sederhana dengan format dan warna yang jelas bagi para penyandang cacat mental, dan televisi serta bioskop yang telah disesuaikan bagi orang-orang yang tuli” (Lihat A/47/45 paragraf 79).

38. Dalam rangka memfasilitasi persamaan partisipasi dalam kehidupan berbudaya dari para penyandang cacat, Pemerintah wajib menginformasikan dan mendidik khalayak umum tentang penyandang cacat. Khususnya, tindakan-tindakan harus diambil guna menghilangkan prasangka atau kepercayaan yang bersifat takhayul terhadap para penyandang cacat. Misalnya mereka yang menderita epilepsi sebagai suatu bentuk kesurupan roh-roh jahat atau anak yang menyandang catcat sebagai suatu kutukan terhadap keluarganya.  Begitu pula khalayak umum harus dididik untuk menerima para penyandang cacat bahwa mereka memilki hak yang sama untuk makan di restoran, menginap di hotel, mengunjungi tempat-tempat rekreasi, dan wahana-wahana budaya.

( Diadopsi pada pertemuan ke – 38, tanggal 25 November 1994


� Pedoman Umum untuk Persamaan Kesempatan bagi Para Penyandang Cacat, ditambahkan pada Resolusi Majelis Umum PBB 48/96 pada tanggal 20 Desember 1993 ( Pendahuluan, paragraf 17).





� Ibid.,para.5.
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